PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada

pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut
dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :
MUHAMMAD ADMA PRAWIRA, tempat lahir di Kandangan,
tanggal lahir 9 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sungai Garuda RT
001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

KHAIRUNNISA, tempat lahir di Sei Garuda, tanggal lahir 9
September 1994, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sungai
Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha
Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal

20 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kandangan pada tanggal 20 Februari 2023 di bawah register perkara Nomor
13/Pdt.P/2023/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
perkawinan pada hari Kamis, tanggal 21 Desenber 2017,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0261/012/X11/2017, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha
Utara,

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemaohon Il
telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama
RAYYAN KHAIRAN ADNIS lahir pada tanggal 03 Februari 2022;

3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian

dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta
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Kelahiran Nomor : 6306-LU-15022022-0003 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tanggal 15 Februari 2022;

. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-

akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok,
dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang
yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan
dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus

dirubah dengan nama lain ;

. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud

memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari
“RAYYAN KHAIRAN ADNIS” diubah/diperbaiki menjadi “AHMAD
ZAYYAN KHAIRAN?;

. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak

pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan

harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan

ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan
memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula

bernama “RAYYAN KHAIRAN ADNIS” diubah menjadi “AHMAD
ZAYYAN KHAIRAN?;

. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama

anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara

akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah
dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada

permohonannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Adma
Prawira, diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairunnisa, diberi tanda
P.2;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306082812170006 atas nama
Kepala Keluarga Muhammad Adma Prawira, diberi tanda P.3;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/012/XI11/2017 atas nama
Muhammad Adma Prawira dan Khairunnisa, diberi tanda P.4;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306LU150220220003
tanggal 15 Februari 2022 atas nama Rayyan Khairan Adnis, diberi
tanda P.5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para

Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1.
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Saksi ZANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga
dengan Para Pemohon yaitu sebagai Paman Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang
anak laki-laki;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon
dari Rayyan Khairan Adnis menjadi Ahmad Zayyan Khairan;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon
tersebut dengan alasan agar anak Para Pemohon mendapat
keberkahan;

Saksi ALINAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga
dengan Para Pemohon yaitu sebagai Paman Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang
anak laki-laki;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon
dari Rayyan Khairan Adnis menjadi Ahmad Zayyan Khairan;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon
tersebut dengan alasan agar anak Para Pemohon mendapat

keberkahan;
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Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon
menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para
Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon
penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan
dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan
sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah

mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Adma Prawira, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Selatan tanggal 31-12-2016, menjelaskan bahwa Pemohon bernama
Muhammad Adma Prawira, berdomisili di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW
001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai

Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairunnisa, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal
15-12-2016, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Khairunnisa, berdomisili
di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan

Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi
Kartu Keluarga Nomor 6306082812170006 atas nama Kepala Keluarga
Muhammad Adma Prawira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada
tanggal 15-02-2022, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Muhammad
Adma Prawira, berdomisili di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa
Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

bersama isteri yaitu Pemohon Khairunnisa dan 2 (dua) orang anak yaitu
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Muhammad Khairu Rayyan dan Rayyan Khairan Adnis;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan
Akta Nikah Nomor 0261/012/X11/2017 atas nama Muhammad Adma Prawira
dan Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 21
Desember 2017, menerangkan bahwa Muhammad Adma Prawira dan
Khairunnisa telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Desember
2017;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306LU150220220003 tanggal 15 Februari
2022 atas nama Rayyan Khairan Adnis yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
menerangkan bahwa Rayyan Khairan Adnis lahir di Hulu Sungai Selatan
tanggal 3 Februari 2022, anak kedua laki-laki dari ayah Muhammad Adma

Prawira dan ibu Khairunnisa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan
untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran
Nomor  6306LU150220220003 vyang dikeluarkan  Kantor  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal
15 Februari 2022 dari Rayyan Khairan Adnis menjadi Ahmad Zayyan
Khairan, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada

Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para
Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan
agar lebih memberikan keberkahan pada anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan
Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1,

Pencatatan Perubahan Narna, Pasal 52, disebutkan :
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(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh
Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para
Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri
Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para
Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan
oleh Para Pemohon, dan alasan Para Pemohon merubah nama anak Para
Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para
Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama
Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini
adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon
dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara
dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula
bernama “RAYYAN KHAIRAN ADNIS” diubah menjadi “AHMAD
ZAYYAN KHAIRAN?;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan
nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023,
oleh ANA MUZAYYANAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan
selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BAIDHOWI,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri

pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti, H a k i m,

BAIDHOWI ANA MUZAYYANAH, S.H.
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Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya Relaas Rp 0

PNBP Relaas Rp 20.000,00

Materai Rp  10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah)
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